
Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Maret

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

1 5.02.01
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

63.239.866.012 10,42 10,45 -0,03 6.258.122.805 9,90 5.604.189.365 8,86 1,04

1.1 5.02.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

9.397.700 58,82 58,82 0,00 5.365.000 57,09 4.352.990 46,32 10,77

1.1.1 5.02.01.1.01.0001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

3.841.700 89,20 89,20 0,00 3.379.000 87,96 2.379.000 61,93 26,03 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Indikator SIPD) : 0
dokumen dari 6 dokumen

2. Berita Acara Forum OPD : 1 dokumen
dari 1 dokumen

3. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa Dokumen
RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 :
0 dokumen dari 1 dokumen

4. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa Dokumen
Perjanjian Kinerja : 0 dokumen dari 1
dokumen

5. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa Dokumen
ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen

6. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa Dokumen
Perubahan RENJA Perangkat Daerah
Tahun 2026 : 0 dokumen dari 1
dokumen

7. Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa Dokumen
Renstra : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Telah melaksanakan penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja BPKA DIY Tahun Anggaran 2027
- Telah meleksanakan penusunan KAK berbasis gender
tahun 2026
'- Telah melaksanakan Forum Organisasi Perangkat
Daerah
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- pada
Belanja Honorarium Narasumber di karenakan faktor
eksternal (narsumber berasal dari DPRD dan Internal
BPKA )
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.1.2 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 3.894.000 33,00 33,00 0,00 1.199.000 30,79 1.187.000 30,48 0,31 BPKA

DIY
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan
Laporan hasil koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA SKPD (Indikator SIPD) :
0 dokumen dari 2 dokumen

2. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan
Laporan hasil koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen
DPA SKPD Tahun 2027 : 0 dokumen dari
1 dokumen

3. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan
Laporan hasil koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen
Perubahan DPA SKPD Tahun 2026 : 0
dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Telah menyelesaikan penyusunan DPA Pergeseran yang
kedua tertanggal 23 Februari 2026
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



1.1.3 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 1.662.000 49,10 49,10 0,00 787.000 47,35 786.990 47,35 0,00 BPKA

DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 13 laporan

2. Dokumen LKjIP : 0 laporan dari 1
laporan

3. Dokumen LPPD : 0 laporan dari 1
laporan

4. LKPJ : 0 laporan dari 1 laporan
5. Laporan timbal balik monev triwulan I -

IV : 1 laporan dari 4 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Telah menyelesaikan penyusunan IKU, PK, dan pengisian
tagging prioritas daerah di sengguh
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.2 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 60.707.206.262 9,67 9,67 0,00 5.564.602.205 9,17 4.935.593.670 8,13 1,04

1.2.1 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 60.681.198.762 9,66 9,66 0,00 5.556.315.355 9,16 4.927.337.270 8,12 1,04 BPKA

DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN : 240 orang/bulan dari
294 orang/bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Membuat SPP SPM Gaji Pegawai
Melakukan peremajaan gaji pegawai
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
ASN BPKA DIY
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi Keuangan sebesar Rp. 628.654.515,-
terdiri dari :
1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 198.903.313,-
2. Belanja Gaji Pokok PPK Rp. 86.468.521,-
3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 188.357.268,-
4. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp. 4.667.578
5. Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 2.160.000,-
6. Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 7.956.000,-
7. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp. 19.287.813,-
8. Belanja Tunj Fungsiional Umum PNS Rp. 7.195.000,-
9. Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 7.169.580,-
10. Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp. 2.136.390,-
11. Belanja Tunjangan PPh PNS Rp. 11.168.839,-
12. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 5.822,-
13. Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp. 5.224,-
10. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp.
71.832.253,-
11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp.
19.548.854,-
12. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp.
314.598,-
13. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp.
133.422,-
14. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 943.568,-
15. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp. 400.472,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.2.2 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

19.208.000 28,78 28,78 0,00 5.528.000 28,78 5.528.000 28,78 0,00 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3
dokumen dari 12 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunya dokumen pertanggungjawaban realisasi
anggaran bulan Maret
Terbayarkannya Honorarium Penanggungjawab pengelola
keuangan TW 1
Faktor Penghambat:

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.2.3 5.02.01.1.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

4.259.800 50,58 50,58 0,00 2.128.850 49,98 2.118.350 49,73 0,25 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD : 1 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunya dokumen Laporan keuangan Un audited 2025
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.2.4 5.02.01.1.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.539.700 24,81 24,81 0,00 630.000 24,81 610.050 24,02 0,79 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD :
3 laporan dari 14 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya dokumen/bahan laporan keuangan
triwulanan
Faktor Penghambat:
Tidak ada, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.
19.950,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.3 5.02.01.1.03
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

19.684.000 27,96 27,96 0,00 5.284.000 26,84 5.284.000 26,84 0,00

1.3.1 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

19.684.000 27,96 27,96 0,00 5.284.000 26,84 5.284.000 26,84 0,00 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD : 3 laporan dari
12 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunnya dokumen inventaris barang
Terbayarkannya Honorarium pengelola BMD TW 1
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.4 5.02.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

6.085.500 40,00 40,00 0,00 2.332.500 38,33 2.332.500 38,33 0,00

1.4.1 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai 6.085.500 40,00 40,00 0,00 2.332.500 38,33 2.332.500 38,33 0,00 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3
dokumen dari 12 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya bahan pendukung kegiatan
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5 5.02.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah 550.118.050 35,01 35,01 0,00 187.028.800 34,00 176.639.297 32,11 1,89

1.5.1 5.02.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

9.172.000 16,00 16,00 0,00 1.346.000 14,68 1.346.000 14,68 0,00 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan : 0 paket dari 1 paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.2 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

115.409.550 22,92 22,92 0,00 25.472.300 22,07 22.726.900 19,69 2,38 BPKA
DIY

1. Jumlah Paket Peralatandan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan :
3 paket dari 4 paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya bahan kebutuhan kantor berupa tAlat Tulis
Kantor
Tersedianya bahan kebutuhan kantor berupa Kertas dan
cover
Tersedianya bahan kebutuhan kantor berupa Bahan
KOmputer
Faktor Penghambat:
Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan
sebesar Rp. 2.745.400,- terdiri dari :
1. Belanja ATK Rp. 542.200,-
2. Belanja Kertas dan cover Rp. 507.200,-
3. Belanja Bahan Komputer Rp. 1.696.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.3 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 14.190.500 23,33 23,33 0,00 2.960.500 20,86 2.960.500 20,86 0,00 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tanggayang Disediakan : 1 paket dari 1
paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya peralatan rumah tangga
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.4 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 36.305.000 25,35 25,35 0,00 8.530.000 23,50 7.854.150 21,63 1,87 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan : 2 paket
dari 3 paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedia nya bahan cetak sebagai pendukung kegatan
kantor
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 675.850,- di
karenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.5 5.02.01.1.06.0006
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan

10.866.000 25,14 25,14 0,00 2.716.500 25,00 2.589.000 23,83 1,17 BPKA
DIY

1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan : 1 dokumen dari 2 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya bahan bacaan untuk bulan Maret
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 127.500,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.6 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

196.193.000 35,50 35,50 0,00 66.755.000 34,03 60.278.347 30,72 3,31 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3
laporan dari 12 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya jamuan rapat koordinasi internal
Terpenuhinya belanja perjalanan dinas luar daerah
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 6.476.653,- terdiri
dari :
1. Belanja makan dan minum rapat Rp. 2.059.500,-
2. Belanja Perjalanan dinas LD Rp. 4.417.153,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.5.7 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD 167.982.000 47,48 47,48 0,00 79.248.500 47,18 78.884.400 46,96 0,22 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD : 2296 dokumen
dari 12000 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya kebutuhan exstra fooding petugas
kearsipan bulan Maret
Terbayarkannya jasa pengendalian hama bulan Maret
Tersedianya bahan cetak berupa box arsip
Terlaksananya fumigasi ruang arsip
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 364.100,- terdiri
dari :
1. Belanja ATK Rp. 12.500,-
2. Belanja bahan komputer Rp. 12.500,-
3. Belanja pengendalian hama Rp. 258.600,-
4. Belanja sewa angkutan Rp. 81.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.6 5.02.01.1.07
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

150.309.000 90,00 100,00 -10,00 131.330.000 87,37 130.960.002 87,13 0,24

1.6.1 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 150.309.000 90,00 100,00 -10,00 131.330.000 87,37 130.960.002 87,13 0,24 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya : 30 unit dari 35 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedia nya Alat Pendingin (AC)
Tersedia nya Peralatan Studio Video dan Film
Tersedia nya Personal Computer
Tersedia nya peralatan PC
Faktor Penghambat:
Terdapat efisiensi sebesar Rp. 369.998.-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.7 5.02.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.397.140.000 22,17 22,17 0,00 299.226.800 21,42 287.037.051 20,54 0,88

1.7.1 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

16.996.500 19,84 19,84 0,00 3.050.000 17,94 2.674.000 15,73 2,21 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat : 1 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedia nya bahan /benda pos
Terkirimnya surat surat/dokumen kedinasan
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 376.000,- terdiri
darei :

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



1. Belanja bahan cetak Rp. 5.000,-
2. Belanja jasa pengiriman surat dinas Rp. 371.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.7.2 5.02.01.1.08.0002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

902.016.500 22,00 22,00 0,00 196.726.000 21,81 190.800.251 21,15 0,66 BPKA
DIY

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan : 3 laporan dari 12
laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terbayarkannya Belanja tagihan Telepon Bulan Maret
Terbayarkannya Belanja Tagihan Air Bulan maret
Terbayarkannya Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret
Terbayarkannya Belanja Tagihan Internet Bulan Maret
Terbayarkannya belanja VPN termin 1
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 5.925.749,- terdiri
dari :
1. Belanja tagihan Telepon Rp. 1474.591,-
2. Belanja tagihan Air Rp. 938.300,-
3. Belanja tagihan Listrik Rp. 3.172.569,-
4. Belanja tagihan Internet Rp. 340.289,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.7.3 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 84.527.000 17,26 17,26 0,00 12.967.800 15,34 12.781.800 15,12 0,22 BPKA

DIY
Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan berupa sewa pengharum
ruangan : 0 laporan dari 3 laporan

2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan berupa sewa mesin fotocopy
: 1 laporan dari 1 laporan

3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan berupa sewa tanaman hias :
1 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya jasa sewa peralatan foto copy bulan Maret
Terpenuhinya jasa sewa tanaman TW 1
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 186.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.7.4 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

393.600.000 23,73 23,73 0,00 86.483.000 21,97 80.781.000 20,52 1,45 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan : 3 laporan dari 12 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor TW 1
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 5.702.000,-
merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.8 5.02.01.1.09
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

399.925.500 17,52 17,52 0,00 62.953.500 15,74 61.989.855 15,50 0,24

1.8.1 5.02.01.1.09.0001

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

16.976.000 12,73 12,73 0,00 2.100.000 12,37 2.100.000 12,37 0,00 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1
unit dari 1 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas
jabatan
Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.8.2 5.02.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

227.751.500 10,82 10,82 0,00 19.184.500 8,42 18.473.600 8,11 0,31 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6
unit dari 18 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas
operasional
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 710.900,- terdiri
dari :
1. Belanja BBM Rp. 600.000,-
2. Belanja Perizinan kendaraan Rp. 110.900,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.8.3 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

65.198.000 19,45 19,45 0,00 11.669.000 17,90 11.590.000 17,78 0,12 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara : 8 unit dari 90 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpeliharanya alat pendingin (AC)
Terpeliharanya peralatan kantor berupa KOmputer (PC)
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 79.000,- terdiri
dari :
1. Belanja pemeliharaan AC Rp. 73.000,-
2. Belanja pemeliharaan PC Rp. 6.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

1.8.4 5.02.01.1.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

90.000.000 34,00 34,00 0,00 30.000.000 33,33 29.826.255 33,14 0,19 BPKA
DIY

Sekretariat -
Subbagian Umum

1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi :
1 unit dari 3 unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terselesaikannya pemeliharaan gedung unit III dan IV
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2 5.02.02
PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

862.367.153.218 10,41 10,41 0,00 81.802.472.816 9,49 72.684.029.913 8,43 1,06

2.1 5.02.02.1.01
Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

1.351.158.000 3,97 3,97 0,00 36.453.000 2,70 35.299.535 2,61 0,09

2.1.1 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS 26.000.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA

DIY

Bidang Anggaran
Belanja - Subbidang
Anggaran Belanja
Perekonomian

1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang
Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen
dari 4 dokumen

2. Jumlah Dokumen KUA yang Disusun : 0
dokumen dari 2 dokumen

3. Jumlah Dokumen PPAS yang Disusun : 0
dokumen dari 2 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.1.2 5.02.02.1.01.0002
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

28.000.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang Disusun
(Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 4
dokumen

2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang
Disusun : 0 dokumen dari 2 dokumen

3. Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang
Disusun : 0 dokumen dari 2 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.1.3 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA- SKPD 331.117.000 4,00 4,00 0,00 7.482.000 2,26 6.800.340 2,05 0,21 BPKA

DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Pengelola Kas Daerah

1. Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi
(Indikator SIPD) : 31 dokumen dari 31
dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya bahan pendukung kegiatan
Terlaksananya koordinasi internal
Faktor Penghambat:
Terdapat efisiensi sebesar Rp. 681660
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



2.1.4 5.02.02.1.01.0007

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

874.900.000 3,00 3,00 0,00 16.916.000 1,93 16.612.818 1,90 0,03 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Anggaran Belanja

1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD (Indikator SIPD) : 0
dokumen dari 2 dokumen

2. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD
: 0 dokumen dari 1 dokumen

3. Jumlah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD : 0 dokumen
dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi Internal persiapan perencanaan penganggaran
2027
Distribusi Dokumen APBD TA 2026
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 303.182,-
merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret pada
Belanja makan minum rapat Rp. 300.000,- dan Belanja
bahan komputer Rp. 3.182
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.1.5 5.02.02.1.01.0008

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

75.000.000 17,00 17,00 0,00 10.739.000 14,32 10.570.377 14,09 0,23 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Anggaran Belanja

1. Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari
6 dokumen

2. Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD : 0 dokumen dari 1
dokumen

3. Jumlah Peraturan Daerah tentang P
Penjabaran Perubahan APBD : 0
dokumen dari 5 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi Internal persiapan perubahan Pergub
Penjabaran TA 2026
Pergub No 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 168.623,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.1.6 5.02.02.1.01.0009
Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

16.141.000 9,00 9,00 0,00 1.316.000 8,15 1.316.000 8,15 0,00 BPKA
DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Pengelolaan
Keuangan Daerah

1. Jumlah Dokumen Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran (Indikator
SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen

2. Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Penerima Bantuan Keuangan : 1
dokumen dari 1 dokumen

3. Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Pengelola Keuangan Daerah : 1
dokumen dari 1 dokumen

4. Peraturan Gubernur tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
PMK dan Permendagri : 0 dokumen dari
1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Menerbitkan nota dinas terkait dengan Penunjukan
Bendahara Pengganti, Pengangkatan KPA Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan,
Penetapan PJ dan Bendahara BOS, dam Penetapan
Bendahara T.A. 2026.
- Menerbitkan Surat Permohonan Penyusunan
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Tarif Layanan BLUD DIY dan melaksanakan penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.
- Menyusun Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2026
tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus
Tahun Anggaran 2026.
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
- Terdapat usulan perubahan terkait dengan pejabat
pengelola keuangan daerah dari beberapa OPD
menindaklanjuti kondisi kepegawaian OPD bersangkutan.
- Koordinasi yang baik antar bidang di BPKA DIY, dalam
hal penyusunan Keputusan Gubernur tentang BKK
melibatkan Bidang Anggaran Belanja, Bidang BAKD dan
Sekretariat.
- Penyusunan regulasi mendapatkan dukungan dan
koordinasi yang baik antar OPD khususnya Biro Hukum
dan internal bidang di BPKA DIY serta BLUD yang ada di
DIY.

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



2.2 5.02.02.1.02
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

19.549.750 12,01 12,01 0,00 2.309.750 11,81 2.302.600 11,78 0,03

2.2.1 5.02.02.1.02.0002

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

4.865.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota

1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
(Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5
laporan

2. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD
Kkota Yogyakarta : 0 laporan dari 1
laporan

3. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD
Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1
laporan

4. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD
Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1
laporan

5. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD
Kabupaten Gunung Kidul : 0 laporan
dari 1 laporan

6. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD
Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1
laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.2.2 5.02.02.1.02.0003

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

4.865.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota

1. JumlahLaporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 5 laporan

2. Evaluasi Raperda dan Reperkada
tentang Perubahan APBD Kota
Yogyakarta : 0 laporan dari 1 laporan

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Bantul : 0 laporan dari 1 laporan

4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan

5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Gunungkidul : 0 laporan dari 1 laporan

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Sleman : 0 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.2.3 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

4.865.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota

1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
(Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5
laporan

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota : 0 laporan dari 1
laporan

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1
laporan

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1
laporan

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Gunung Kidul : 0 laporan
dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



6. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1
laporan

2.2.4 5.02.02.1.02.0012

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah

4.954.750 47,40 47,40 0,00 2.309.750 46,62 2.302.600 46,47 0,15 BPKA
DIY

Bidang Akuntansi -
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Pemerintahan

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Konsolidasian
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan Pemerintahan
Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen
dari 3 dokumen

2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Konsolidasian
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan Pemerintahan
Daerah berupa Laporan Keuangan Dana
Dekonsentrasi : 0 dokumen dari 1
dokumen

3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Konsolidasian
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan Pemerintahan
Daerah berupa Laporan Tugas
Pembantuan : 0 dokumen dari 1
dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedia nya bahan /dokumen laporan keuangan
konsolidasi
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.3 5.02.02.1.03
Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

65.163.000 62,40 62,40 0,00 39.987.000 61,36 36.718.325 56,35 5,01

2.3.1 5.02.02.1.03.0007

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

8.889.000 14,30 14,30 0,00 1.175.000 13,22 1.175.000 13,22 0,00 BPKA
DIY

Bidang Pengelola Kas
Daerah - Subbidang
Pengelola Kas
Pemerintahan

1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
AliranK as, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(Indikator SIPD) : 0 laporan dari 2
laporan

2. Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas : 0 laporan dari 1 laporan

3. Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0
laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya penandatanganan BA Rekonsiliasi
penyetoran pajak pusat semester 2 Tahun 2025
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.3.2 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

56.274.000 70,00 70,00 0,00 38.812.000 68,97 35.543.325 63,16 5,81 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Pengelola Kas Daerah

1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi Terkait (Indikator
SIPD) : 1939 dokumen dari 8000
dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya Bimtek Penatausahaan SIPD RI
Terlaksananya Bimtek KKPD
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.268.675,- terdiri
dari :
1. Belanja ATK Rp. 220.995,-
2. Belanja kertas dan cover sebesar Rp. 105.000,-
3. Belanja Cetak Rp. 88.500,-
4. Belanja SPPD Narsum Rp. 2.846.635,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.4 5.02.02.1.04
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan Daerah

212.366.000 8,27 8,27 0,00 16.521.750 7,78 16.478.750 7,76 0,02

2.4.1 5.02.02.1.04.0003

Koordinasi Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

9.772.500 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Akuntansi -
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Pemerintahan

1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 12 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.4.2 5.02.02.1.04.0004
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

18.225.750 50,20 50,20 0,00 9.059.750 49,71 9.016.750 49,47 0,24 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Akuntansi

1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang Terkonsolidasi (Indikator
SIPD) : 0 laporan dari 2 laporan

2. Laporan Keuangan UnAudited 2025 : 1
laporan dari 1 laporan

3. Laporan Keuangan Audited 2025 : 0
laporan dari 1 laporan

4. Laporan Keuangan UnAudited 2026 : 0
laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Laporan Keuangan UnAudited TA 2025
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.4.3 5.02.02.1.04.0005

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

30.789.500 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Akuntansi

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi (Indikator SIPD) : 0 dokumen
dari 2 dokumen

2. Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD : 0 dokumen dari 1
dokumen

3. Raperda Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
: 0 dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.4.4 5.02.02.1.04.0006

Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

5.302.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Akuntansi -
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Perekonomian

1. Jumlah Dokumen
Tanggapan/TindakLanjut terhadap
LHPBPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1
dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.4.5 5.02.02.1.04.0007
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

4.953.750 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Akuntansi -
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Perekonomian

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen
dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.4.6 5.02.02.1.04.0011
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi

12.630.500 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA
DIY

Bidang Akuntansi -
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Perekonomian

1. Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Provinsi (Indikator SIPD) : 0 orang dari
130 orang

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



2.4.7 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Provinsi 130.692.000 6,43 6,43 0,00 7.462.000 5,71 7.462.000 5,71 0,00 BPKA

DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Pengelolaan
Keuangan Daerah

1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina
(Indikator SIPD) : 14 lembaga dari 27
lembaga

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Monitoring dan Evaluasi pada SMKN 1 Kalasan dan
SMKN 2 Depok.
- Melaksanakan pendampingan penyusunan pelaporan
keuangan BLUD.
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antara BPKA DIY dengan OPD induk
BLUD, BLUD dan internal bidang di BPKA DIY.
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.5 5.02.02.1.05

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

860.718.916.468 10,41 10,41 0,00 81.707.201.316 9,49 72.593.230.703 8,43 1,06

2.5.1 5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi
Pemerintah Daerah 1.192.423.000 3,80 3,80 0,00 6.050.800 0,51 6.050.800 0,51 0,00 BPKA

DIY

Bidang Bina
Administrasi
Keuangan Daerah -
Subbidang Bina
Administrasi Badan
Usaha Milik Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi
Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 8 laporan

2. Dokumen RKAT BUKP : 0 laporan dari 1
laporan

3. Dokumen Pengesahan Laporan Tahunan
BUKP : 0 laporan dari 1 laporan

4. Dokumen Penetapan Pembagian Laba
Bersih BUKP : 0 laporan dari 1 laporan

5. Dokumen Seleksi Calon Anggota Direksi
1 BUMD (PDAB 2-3 Direksi) : 0 laporan
dari 1 laporan

6. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan
BUKP : 0 laporan dari 1 laporan

7. Kajian Teknis tentang evaluasi kinerja,
kesehatan BUKP dan keberlangsungan
usaha BUKP : 0 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Evaluasi triwulan IV BUMD DIY.
- Pembahasan permasalahan BUKP DIY.
- Pelaksanaan audit KAP atas BUKP DIY masih dalam
proses.
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

2.5.2 5.02.02.1.05.0008
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

380.527.333.319 23,54 23,54 0,00 81.701.150.516 21,47 72.587.179.903 19,08 2,39 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan : 2 laporan dari 11 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Verifikasi berkas pengajuan Bantuan Keuangan Khusus
Dana Keistimewaan
Pengajuan Dana BKK dengan menerbitkan SPP SPM
Tambahan Penghasilan pada 2 Kalurahan di Kab Bantul
dan Kulon progo
Faktor Penghambat:
Ada beberapa berkas yang belum lengkap
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



2.5.3 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak 13.599.517.000 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA

DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak : 0 laporan dari 1
laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

2.5.4 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Provinsi 465.399.643.149 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 BPKA

DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Propinsi : 0 laporan dari 4 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

3 5.02.03
PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

5.783.382.917 10,58 10,58 0,00 557.075.954 9,63 536.508.005 9,28 0,35

3.1 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang
Milik Daerah 5.783.382.917 10,58 10,58 0,00 557.075.954 9,63 536.508.005 9,28 0,35

3.1.1 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga 328.080.000 2,60 2,60 0,00 6.480.000 1,98 5.605.000 1,71 0,27 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Pengelola Barang
Milik Daerah

1. Jumlah Standar Harga yang Disusun
(Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2
dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya sosialisasi terkait formula ASB fisik dan
Non fisik
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 875.000,- pada
Belanja makan minum rapat
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.2 5.02.03.1.01.0003
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

89.775.500 2,04 2,04 0,00 590.500 0,66 590.500 0,66 0,00 BPKA
DIY

Bidang Pengelola
Barang Milik Daerah -
Subbidang
Perencanaan dan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah

1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen
dari 2 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya bahan pendukung kegiatan
Terlaksananya perrsiapan penyusunan RKBMD TA 2027
melalui aplikasi RKBMD DIY
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.3 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik
Daerah

235.275.900 10,69 10,69 0,00 25.054.900 10,65 24.114.800 10,25 0,40 BPKA
DIY

Bidang Pengelola
Barang Milik Daerah -
Subbidang
Perencanaan dan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 2 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya Bimbingan Teknis BMD Tahun 2026
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 940.000,-
merupakan sisa angkas s.d. bulan Maret, terdiri dari :
1. Belanja makan minum rapat Rp. 840.000,-
2. Belanja SPPD Rp. 100.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.4 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik
Daerah 27.880.000 25,10 25,10 0,00 6.998.000 25,10 6.998.000 25,10 0,00 BPKA

DIY

Bidang Pengelola
Barang Milik Daerah -
Subbidang
Perencanaan dan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
Barang Milik Daerah : 0 laporan dari 1
laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya bahan pendukung kegiatan
Terlaksananya koordinasi internal
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.5 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik
Daerah 4.461.796.017 5,72 5,72 0,00 207.517.804 4,65 192.895.605 4,32 0,33 BPKA

DIY

Bidang Pengelola
Barang Milik Daerah -
Subbidang
Pendayagunaan dan
Pengamanan Barang
Milik Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 0
laporan dari 3 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya koordinasi penggunaan BMD
Terbayarkannya tagihan listrik, air dan Telepun pada BMD
bulan Maret
Terbayarkannya jasa keamanan TW 1
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 14.622.199,-
terdiri dari :
1. Belanja makan minum rapat Rp. 1.200.000,-
2. Belanja tagihan air Rp. 868.600,-
3. Belanja tagihan Listrik Rp. 2.989.930,-
4. Belanja keanggotaan Rp. 7.300.000,-
5. Belanja SPPD dalam daerah Rp. 500.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.6 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik
Daerah

203.243.000 25,60 25,60 0,00 51.693.000 25,43 50.815.850 25,00 0,43 BPKA
DIY

Bidang Pengelola
Barang Milik Daerah -
Subbidang
Pendayagunaan dan
Pengamanan Barang
Milik Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik Daerah (Indikator
SIPD) : 1 laporan dari 3 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terselesaikannya penilaian BMD dalam rangka
pemanfaatan BMD
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 877.150,- terdiri
dari :
1. Belanja jasa konsultansi Rp. 677.150,- (efisiensi)
2. Belanja SPPD Rp. 200.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

3.1.7 5.02.03.1.01.0010

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

437.332.500 60,00 60,00 0,00 258.741.750 59,16 255.488.250 58,42 0,74 BPKA
DIY

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET - Bidang
Pengelola Barang
Milik Daerah

1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
(Indikator SIPD) : 0 laporan dari 11
laporan

2. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
berupa pemimdahtanganan : 0 laporan
dari 1 laporan

3. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
berupa Dokumen Pemusnahan BMD : 0
laporan dari 1 laporan

4. Jumlah h Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
berupa Dokumen Penghapusan BMD : 0
laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya koordinasi optimalisasi BMD
Terselesaikannya Js Konsultansi penilaian dalam rangka
pemindahtanganan BMD
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.253.500,- terdiri
dari :
1. Belanja makan dan minum rapat Rp. 205.000,-
3. Belanja jasa konsultansi Rp. 271.500,- efisiensi
4. Belanja pemeliharaan Gudang Rp. 2.177.000,- efisiensi
5. Belanja SPPD Rp. 600.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

4 5.02.04
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

1.334.813.500 6,00 6,00 0,00 80.061.000 6,00 77.492.830 5,81 0,19

4.1 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah 1.334.813.500 6,00 6,00 0,00 80.061.000 6,00 77.492.830 5,81 0,19

4.1.1 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan
Pajak Daerah 790.972.500 3,56 3,56 0,00 28.109.000 3,55 25.540.830 3,23 0,32 BPKA

DIY

Bidang Anggaran
Pendapatan -
Subbidang Pajak
Daerah

1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan
Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 0
dokumen dari 4 dokumen

2. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2027 :
0 dokumen dari 1 dokumen

3. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2026
Perubahan : 0 dokumen dari 1 dokumen

4. Laporan Pelaksanaan Koordinasi
Pemungutan Pajak Daerah : 0 dokumen
dari 1 dokumen

5. NA Raperda lain-lain PAD yang Sah : 0
dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Telah dilaksanakannya Rapat Pencermatan RKA
Pendapatan Tahun 2027 dengan bendahara penerimaan
OPD Berpendapatan
- Telah dilaksanakannya Rapat Rekonsiliasi Penyaluran
Opsen Pajak dengan bendahara Kab/Kota
- Telah dilaksanakannya Rapat Pembinaan Samsat se-DIY
dengan JR, Polisi, dan Samsat
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 2.568.170,- terdiri
dari :
1. Belanja ATK Rp. 536.940,-
2. Belanja bahan cetak Rp. 250.000,-
3. Belanja bahan komputer Rp. 206.230,-
4. Belanja makan minum rapat Rp. 75.000,-
5. Belanja Hr Tim Pembina kesamsatan Rp. 1.500.000,-
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

4.1.2 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

35.184.000 18,05 18,05 0,00 6.350.000 18,05 6.350.000 18,05 0,00 BPKA
DIY

Bidang Anggaran
Pendapatan -
Subbidang Retribusi
Daerah

1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak
daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
(Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5
laporan

2. Laporan Dana Keistimewaan : 0 laporan
dari 1 laporan

3. Laporan DID : 0 laporan dari 1 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Telah dilaksanakannya Rekonsiliasi Perhitungan Sisa
DBH CHT Tahun Angggaran 2025 se-Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan BPKAD Kab/Kota dan OPD Pengampu
DBH CHT di Pemerintah Kab/Kota bersama narasumber
DJPK Kementerian Keuangan
Faktor Penghambat:

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



4. Laporan DAK Fisik : 0 laporan dari 1
laporan

5. Laporan DAK Non Fisik : 0 laporan dari 1
laporan

6. Laporan DBH : 0 laporan dari 1 laporan

Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

4.1.3 5.02.04.1.01.0003
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

187.133.000 17,43 17,43 0,00 32.617.000 17,43 32.617.000 17,43 0,00 BPKA
DIY

Bidang Anggaran
Pendapatan -
Subbidang Pajak
Daerah

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah (Indikator SIPD)
: 0 laporan dari 2 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Telah dilaksanakannya Program Televisi Talkshow
tentang Pajak Daerah dan Coretax dengan narasumber
oleh Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY dan
Penyuluh Fungsional dari Kanwil DJP DIY
- Telah dilaksanakannya Siaran Langsung Radio atas
sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu
dengan narasumber oleh Penyuluh Fungsional Kanwil DJP
DIY
- Telah dilaksanakannya Sosialisasi PPh Pasal 21 melalui
aplikasi Coretax dengan narasumber Kanwil DJP DIY
- Telah dipublikasikannya billboard tentang Coretax
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

4.1.4 5.02.04.1.01.0013
Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

30.524.000 22,15 22,15 0,00 6.760.000 22,15 6.760.000 22,15 0,00 BPKA
DIY

Bidang Anggaran
Pendapatan -
Subbidang Retribusi
Daerah

1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Retribusi
Daerah (Indikator SIPD) : 3 laporan dari
12 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Telah dilaksanakannya Rapat Pembinaan SKPD
Berpendapatan
- Telah dilaksanakannya Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
setiap bulan dengan OPD Berpendapatan
- Telah dilaksanakannya Bimtek Penatausahaan
Pendapatan dengan narasumber oleh Kementerian Dalam
Negeri
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:
1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

4.1.5 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

291.000.000 2,14 2,14 0,00 6.225.000 2,14 6.225.000 2,14 0,00 BPKA
DIY

Bidang Anggaran
Pendapatan -
Subbidang Retribusi
Daerah

1. Jumlah Laporan Perkembangan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (Indikator SIPD) : 0 laporan dari
2 laporan

2. Laporan Perkembangan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah Semester

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Persiapan
Penyusunan Laporan ETPD Semester II 2025
Faktor Penghambat:
Tidak ada
Faktor Pendukung:

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi



1 : 0 laporan dari 1 laporan
3. Laporan Perkembangan Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah Daerah Semester
2 : 0 laporan dari 1 laporan

1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan
baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target
2. Peraturan Daerah DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD
TA 2026
3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata
kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
4. DPA Nomor :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2026 tanggal 31
Desember 2025
6. SDM yang kompeten
7. Sarana dan Prasarana yang memadai

Jumlah 932.725.215.647 10,40 10,40 88.697.732.575 9,51 78.902.220.113 8,46

No Kode Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan
Testimoni
Penerima
Manfaat

Bukti
Testimoni Lokasi Sub Unit

Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target

(%) Realisasi (RP) Realisasi
(%) Deviasi


